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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan 

makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah 

dan fungsi kepolisian sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat, sehingga terjadi ketentraman dan kenyamanan 

dalam kehidupannya. Di Indonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan di 

kehidupan masyarakat, sehingga perlu ada pembenahan kehidupan masyarakat 

agar tindak pidana kejahatan dapat ditekan atau diminimalisir. Tindak 

kejahatan sedapat mungkin harus dicegah agar masyarakat dapat menjalani 

kehidupan dengan tenteram. Pencegahan terhadap tindak kejahatan dapat 

menciptakan situasi Kamtibmas terjaga. Selain itu, peningkatan pelayanan 

publik juga merupakan hal yang masih harus ditingkatkan. 

Terkait dengan pentingnya situasi Kamtibmas tersebut, maka 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai suatu alat Negara yang 

diberikan amanah oleh Negara yang telah diatur dalam undang- undang, untuk 

mengatur dan menindaklanjuti suatu permasalahan yang terjadi 

di dalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan (kriminal) yang 

marak terjadi di negara serta di lingkungan masyarakat pada khususnya. Polri 

memiliki tanggungjawab dalam terpeliharanya situasi Kamtibmas. 

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia, bahwa: 

Pasal 4: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hakasasi manusia. 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

Tanggungjawab dalam memelihara situasi Kamtibmas bukanlah suatu 

hal yang mudah, apalagi penyebab kejahatan tersebut sangat beranekaragam. 

Kejahatan (Crime) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh 

sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena 

adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan dan rendahnya 

pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak 

kejahatan. 

Polri berperan penting dalam pencegahan segala bentuk gangguan 

Kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan pada salah 

satu misi dari Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, MA, Ph.d, yaitu 

Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat). Hal tersebut diwujudkan dengan adanya Penggelaran Personel 

Berseragam pada Daerah Rawan Kejahatan. Tujuan dari penggelaran personel 

Polri tersebut tidak lain adalah untuk pencegahan kejahatan. Sebagaimana 
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diutarakan oleh Hilman Gross bahwa pencegahan kejahatan mendapat tempat 

terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga 

dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 

Fungsi kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, antara lain memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan 

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat merupakan peran vital dalam menjaga situasi Kamtibmas. Namun, 

dalam pelaksanaan tugas tersebut tampaknya masih dirasakan kurang efektif 

oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi 

kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin 

canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Masyarakat 

masih merasakan adanya ancaman kejahatan di lingkungannya. 

Sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal, angka 

kriminalitas di Kabupaten Tegal sepanjang 2018, menunjukan peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pencurian dengan pemberatan (curat) 

menjadi tindak kejahatan yang paling menonjol. Berdasarkan rilis laporan 

akhir tahun 2018 Polres Tegal, jumlah tindak kriminalitas selama 

2018mencapai 212 kejadian atau meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun 
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sebelumnya yang mencapai 207 kejadian.1 Tidak hanya terkait dengan 

permasalahan kejahatan, Polres Tegal juga dihadapkan pada permasalahan 

masih belum maksimalnya kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh Polres Tegal. 

Berdasarkan data survei yang dilakukan dua lembaga di antaranya 

STAIBN dan LSM BAKIN, diketahui bahwa pelayanan publik yang 

diselenggarakan Polres Tegal belum mencapai hasil yang maksimal. Seperti 

halnya pada tahun 2018, kepuasan masyarakat pada aspek penanganan laka 

lantas hanya mencapai 76,78%, pelayanan BPKB mencapai 79,70%, pelayanan 

SKCK mencapai 78,05% dan pelayanan SIM mencapai 74,03%. Kondisi 

tersebut masih jauh dari harapan Kapolri yaitu kepuasan publik terhadap Polri 

harus mencapai 80%.2 

Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk mewujudkan good 

governance. Reformasi terhadap pelayanan publik di Indonesia dapat memiliki 

dampak yang meluas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintah 

lainnya sehingga perubahan pada praktek penyelenggaraan pelayanan publik 

dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good governance.3 

Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik karena 

jika berhasil memperbaiki pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki 

                                                 
1 Radar Tegal, Angka Kriminalitas Meningkat, 14 Kasus Curat Belum Terungkap, 2019, 

https://radartegal.com/berita-lokal/angka-kriminalitas-meningkat-14-kasus-curat-

belum.27589.html. 
2Tribratanews, Masyarakat Puas Akan Pelayanan Publik Polres 

Tegal.https://tribratanews.jateng.polri.go.id. 
3Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, hlm. 20. 

https://radartegal.com/berita-lokal/angka-kriminalitas-meningkat-14-kasus-curat-belum.27589.html
https://radartegal.com/berita-lokal/angka-kriminalitas-meningkat-14-kasus-curat-belum.27589.html
https://tribratanews.jateng.polri.go.id/
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legitimasi.4 Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

telah melakukan berbagai langkah perbaikan pelayanan publik secara 

berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu 

upaya perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan inovasi pelayanan 

publik. Dengan adanya inovasi pada pelayanan publik diharapkan masyarakat 

dapat lebih merasakan terwujudnya pelayanan publik yang prima. 

Bagi Polri, harapan masyarakat menjadi titik sentral sekaligus 

parameter keberhasilan pelaksanaan tugas, karena memang secara filosofis 

fungsi dan badan kepolisian lahir serta dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan rasa aman. Pemenuhan harapan masyarakat ini tentu tidak 

mudah bagi Polri untuk merealisasikannya. Hal tersebut dikarenakan ditengah 

terbatasnya berbagai sumber daya organisasi, Polri juga harus mampu 

menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang tantangannya semakin 

berat dan kompleks, sementara tuntutan masyarakat terhadap Polri semakin 

luas dan beragam. Penggelaran personel berseragam pada daerah wilayah 

rawan kejahatan nampaknya masih belum dirasa efektif karena lokasi 

kejahatan yang tidak diketahui dengan pasti. Untuk mengatasi situasi tersebut, 

Polri berusaha untuk meningkatkan pelayanannya melalui pemanfaatan TIK. 

TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh 

peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK 

mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 

Teknologi informasi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

                                                 
4Ibid, hlm.4. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknis&action=edit&redlink=1
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pengelolaan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi.5 

Selain menyangkut perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software), TIK juga memperhatikan kepentingan manusia dan 

pemanfaatannya. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer 

data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, TIK adalah dua buah 

konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, TIK mengandung pengertian luas yaitu 

segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

pemindahan informasi antar media. Penggunaan TIK adalah sebuah keharusan 

guna menciptakan pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

Penggunaan TIK pada Kepolisian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

berada dalam ancaman bahaya kejahatan. 

Hal tersebut sejalan dengan salah satu prioritas program dari Kapolri 

Jenderal Polisi Dr. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D dengan Program 

“Promoter” yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya. Penjabaran 

“Promoter” tersebut, yaitu memperbaiki pelayanan publik, salah satu 

diantaranya adalah menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi 

agar cepat dan mudah diakses masyarakat. Hal ini memerlukan sikap 

profesional anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

                                                 
5Nuryanto, Hery, Sejarah Perkembangan Teknologi dan Informasi. Jakarta: PT. Balai 

Pustaka (Persero), 2012, hlm. 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media
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Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi 

telah membuat sebagian besar aktivitas kehidupan manusia saat ini bergantung 

pada hal tersebut salah satu contohnya adalah telepon genggam 

(Handphone/HP), dengan adanya telepon genggam (Handphone/HP) manusia 

bisa berkomunikasi dengan siapa saja seolah-olah dunia tidak ada jarak, bisa 

mengetahui perkembangan informasi secara cepat ibarat dunia dalam 

genggaman. Begitu besarnya manfaat telepon genggam (Handphone/HP) bagi 

manusia, saat ini hampir setiap manusia memiliki telepon genggam 

(Handphone/HP) bahkan tidak jarang satu orang memiliki lebih dari 1 (satu) 

telepon genggam (Handphone/HP). 

Perkembangan dan ketersediaan internet secara menyeluruh telah 

mengakibatkan perubahan secara menyeluruh dalam cara kehidupan dalam 

masyarakat. Di Indonesia keberadaan internet telah banyak digunakan oleh 

masyarakat dan berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan peningkatan pengguna 

internet yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Indonesia pada tahun 2015 

tercatat sebanyak 110,2 juta pengguna internet, tahun 2016 sebanyak 132,7 juta 

pengguna dan tahun 2017 mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 143,26 juta 

penduduk yang menggunakan internet dari total penduduk Indonesia sebanyak 

262 juta orang.6 

                                                 
6Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet 

Indonesia, 2018, Indonesia Internet Service Provider Association, hlm. 6. 
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Satu dari beberapa fasilitas yang diperoleh dari perkembangan internet 

adalah teknologi ICT (Information and Communication Technology). 

Kemajuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah 

cara memberikan layanan pemerintah kepada warga negara. Melalui inovasi 

dalam pemerintahan elektronik (e-government), organisasi pemerintah mampu 

memberikan layanan publik secara digital, untuk melibatkan warga secara 

lebih efektif dalam produksi dan pengiriman layanan dan untuk meningkatkan 

efisiensi layanan publik.7 Selain itu E-government penerapan ICT membantu 

untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan alur kerja dan proses yang ada 

di pemerintahan, untuk secara efektif mengelola data dan informasi, sehingga 

dapat meningkatkan penyampaian layanan publik secara online, serta 

memperluas saluran komunikasi untuk keterlibatan dan pemberdayaan orang-

orang. 

Pemerintah khususnya Polri memainkan peran penting, yaitu 

mengoptimalkan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada untuk 

membangun lingkungan yang interaktif, partisipatif dan berbasis informasi, 

meningkatkan kualitas layanan publik serta mengoptimalkan fungsi 

administratif melalui peningkatan kerjasama antar satuan kerja Polri dengan 

masyarakat. Munculnya trend baru dari konteks ‘smart city’ memunculkan 

diskusi yang lebih luas tentang pemanfaatan ITK dalam lembaga 

pemerintahan, utamanya desentralisasi informasi di era IR 4.0, hal ini akan 

                                                 
7 Isagah, T., & Wimmer, d. A, Mobile Government Applications: Challenges and Needs for 

a Comprehensive Design Approach. ICEGOV', 2017, pp.423-432. 
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mendorong lembaga pemerintahan untuk terus berpikir tentang cara baru untuk 

berkomunikasi, berinteraksi dan memberikan layanan publik. 

Smart City adalah perpanjangan tangan dari teknologi ICT yang dapat 

digunakan oleh pemerintah atau sektor swasta untuk meningkatkan kualitas 

hidup dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, meningkatkan alokasi 

sumber daya, dan meningkatkan pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan 

inovasi. Smart City menjadi solusi dari masalah terkait keamanan publik, 

seiring meningkat secara eksponensial populasi. Smart City dapat digunakan 

pada bidang penegakan hukum dan bidang manajemen darurat dengan 

menggabungkan teknologi terbaik yang membantu kota mengumpulkan, 

mengintegrasikan, menganalisis, memvisualisasikan, dan mendistribusikan 

informasi penting diantara banyak agensi, petugas polisi, dan responden.  

Visualisasi data, kolaborasi waktu nyata, dan kemampuan analisis yang 

mendalam dapat membantu kota mempersiapkan keadaan darurat, 

memprediksi dan mencegah kejahatan, mengkoordinasikan upaya tanggap 

darurat, dan merampingkan manajemen kasus. Sehingga kota-kota yang telah 

mengadaptasi teknologi ini dapat merealisasikan manfaat langsung sambil 

mendukung transformasi keselamatan publik jangka panjang dari pendekatan 

reaktif ke pendekatan proaktif, prediksi yang menciptakan lingkungan yang 

lebih aman dan lebih diinginkan oleh warga.8 Dengan kondisi tersebut salah 

satu terobosan yang telah dilakukan oleh Polres Tegal adalah dengan 

                                                 
8 Gander, B., Lazenby, B., Duffett, C., Richards, G., Hoddenbagh, M., Kristmanson, M., 

Cohn, a. S, Ottawa: Rewards for a Smart City in a Global Innovation Economy. In T. V. Kumar, 

Smart Economy in Smart Cities, Singapore: Springer, 2017, pp. 109-128.  
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memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi yaitu dengan adanya 

terobosan inovatif Galawi Traffic Management and Command Center 

(GTMCC). 

Galawi Traffic Management and Command Center (GTMCC) Polres 

Tegal resmi beroperasi pada tanggal 10 Juli 2019. Meskipun tergolong baru, 

Galawi Traffic Management and Command Center (GTMCC) Polres Tegal 

berhasil membawa piala dan tropi pada acara penghargaan anugerah Jawa Pos 

Radar Semarang Tahun 2019, kategori inovasi. Inovasi Galawi Traffic 

Managementand Command Center (GTMCC) Polres Tegal tidak terlepas dari 

semakin meningkatnya trend kejahatan di wilayah hukum Polres Tegal serta 

adanya harapan masyarakat akan pelayan prima dari Polres Tegal. 

Galawi Traffic Managementand Command Center (GTMCC) 

diharapkan dapat menjadi jawaban bagi Polres Tegal dalam meningkatkan 

situasi Kamtibmas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri di wilayah 

hukum Polres Tegal. Galawi Traffic Managementand Command Center 

(GTMCC) dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik Kepolisian 

melalui kendali terpusat yang akan memudahkan unsur pimpinan dalam proses 

monitoring dan evaluasi sebelum, sesaat serta setelah penanganan pengaduan 

masyarakat, maka diperlukan peningkatan sistem dan mekanisme tersebut 

berupa pembangunan pusat komando serta mampu memonitor kegiatan 

kepolisian. Terdapat beberapa aplikasi dalam Galawi Traffic Management and 

Command Center (GTMCC), yaitu Sistem Pelaporan Cepat dan Terintegrasi 

(Sipoci) Polres Tegal, Galawi Patrol Sistem (GPS), Traffic Management 
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Center, Intelligence Media Management(IMM), Website & Medsos, serta 

Reportase & Live Report. 

Sipoci Polres Tegal merupakan sistem pelaporan cepat dan terintegrasi. 

Sipoci dilengkapi dengan SOS Panic Button, Emergency Spesifik, layanan 

pengaduan, berita terkini, serta layanan publik berbasis aplikasi android yang 

lengkap dan mudah diakses masyarakat.Galawi Patrol Sistem merupakan 

sistem yang dapat memonitor dan mengevaluasi pergerakan patroli kendaraan 

dinas sebanyak 21 unit yang ditampilkan pada monitor secara real time. Traffic 

Management Center merupakan aplikasi pemantau situasi melalui perangkat 

CCTV. Intelligence Media Management (IMM) merupakan suatu sistem 

informasi yang diciptakan untuk memantau trending topic global, sehingga 

bisa memberikan informasi yang akurat guna deteksi dini berupa data situasi 

media dan dunia digital terkini.Website & Medsos, menyediakan informasi 

tentang profil dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Polres Tegal melalui 

media sosial popular & 2 website, yaitu www.polrestegal.com dan 

www.satlantastegal.id. Reportase & Live Report menyajikan berita dan laporan 

informasi terkini, kegiatan Polres Tegal, maupun situasi arus lalu lintas di 

Kabupaten Tegal. 

Penerapan Galawi Traffic Managementand Command Center 

(GTMCC) dimaksudkan untuk menunjang pelayanan cepat oleh Polres Tegal, 

serta meningkatkan keamanan dan menjaga stabilitas kamtibmas yang 

kondusif, sehingga terciptanya situasi di wilayah hukum Polres Tegal yang 

aman, nyaman dan damai. Program Galawi Traffic Management and 

http://www.polrestegal.com/
http://www.satlantastegal.id/
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Command Center (GTMCC) didukung kesiapsiagaan, penggelaran personil 

yang dapat diandalkan, sistem pengendalian operasi yang efektif dan efisien 

serta didukung teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Dengan 

cara ini, bantuan Polisi akan segera datang. Dengan adanya Galawi Traffic 

Management and Command Center (GTMCC) Polres Tegal, polisi yang 

bertugas sebagai operator GTMCC Polres Tegaldapat mengetahui lokasi 

pelapor melalui maps. Kemudian akan ditindak lanjuti oleh operator GTMCC 

Polres Tegal dengan menghubungi mobil patroli yang terdekat dari lokasi 

kejadian. Diharapkan dengan adanya Galawi Traffic Management and 

Command Center (GTMCC) Polres Tegal mampu meningkatkan pelayanan 

Polres Tegal secara cepat, sehingga semakin tercipta situasi Kamtibmas di 

wilayah hukum Polres Tegal. 

Pelaksanaan pelayanan pada Galawi Traffic Management and 

Command Center (GTMCC) Polres Tegal masih ditemui berbagai kendala, 

baik yang bersumber dari internal ataupun eksternal kepolisian. Masyarakat 

masih mengeluhkan bahwa Polri lambat dalam penanganan laporan 

masyarakat mengenai kejadian tindak pidana. Masyarakat yang telah 

melakukan laporan melalui Galawi Traffic Management and Command Center 

(GTMCC) Polres Tegal, namun respon yang diberikan oleh anggota piket 

Galawi Traffic Management and Command Center (GTMCC) terkadang masih 

dirasa lamban. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian penelitian dengan judul “PELAKSANAAN GALAWI 
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TRAFFIC MANAGEMENT & COMMAND CENTER (GTMCC) UNTUK 

MENINGKATKAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI 

KEPOLISIAN RESORT TEGAL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Galawi Traffic Management & 

Command Center (GTMCC) untuk Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik 

di Kepolisian Resort Tegal?”. Untuk mempermudah pembahasan dan fokus 

penelitian maka peneliti membagi rumusan permasalahan tersebut menjadi 

persoalan-persoalan sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) Polres Tegal? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerapan Galawi Traffic 

Management & Command Center (GTMCC) Polres Tegal? 

3. Bagaimana pelaksanaan Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Polres Tegal? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan judul “Pelaksanaan 

Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) untuk 

Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik di Kepolisian Resort Tegal” 

adalah: 
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a. Untuk mendeskripsikan Galawi Traffic Management & Command 

Center (GTMCC) Polres Tegal. 

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam penerapan Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) Polres Tegal. 

c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Galawi Traffic 

Management & Command Center (GTMCC) untuk meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik di Polres Tegal. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan studi ilmu hukum dan ilmu kepolisian, khususnya di 

bidang pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Galawi Traffic 

Management & Command Center (GTMCC) untuk meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik di Polres Tegal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi masyarakat dalam memahami pelayanan yang 
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diberikan Polres Tegal melalui Galawi Traffic Management & 

Command Center (GTMCC). 

2) Bagi Polres Tegal 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi Polres Tegal dalam upaya menerapkan pelayanan 

melalui aplikasi Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

 

D. Kerangka Konseptual 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

Polri merupakan suatu lembaga pemerintahan di negara Indonesia yang 

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Galawi Traffic Management and Command Center (GTMCC) 

Galawi Traffic Management and Command Center (GTMCC) merupakan 

salah satu inovasi dari Polres Tegal dalam mewujudkan program Quick 

Response guna memberikan pelayanan publik. 

3. E-Government 

E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah 

khususnya penggunaan aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan 

akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara. 
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4. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat 

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu 

model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Setiap konsep 

hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan 

dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, 

oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan 

yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh 

kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai 

sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-

tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. 

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan 

tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suata tatanan dan ketertiban 

masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari 

satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan 

Seidman dalam suatu bagan mengenai bekerjanya hukum dalam 

masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut :9 

                                                 
9 Satjipto, Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 26. 
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Dalam bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :10 

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang 

pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. 

2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu 

respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari 

lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, 

politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 

respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan hukum yang ditunjukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, 

                                                 
10 Ibid, hlm.27 
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keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya 

yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari 

pemegang peranan. 

4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-

sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, 

ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik 

yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi. 

Dalam kutipan di atas dapat diketahui, bahwa setiap anggota 

masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh 

para peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum 

maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum dan peranan dari kekuatan 

sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur 

oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum serta 

tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga 

kekuatan sosial lainnya.11 

 

 

 

2. Teori Efektivitas 

                                                 
11 Ibid, hlm.29 
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Efektivitas merupakan ketepatgunaan, hasil guna, menunjang 

tujuan.12 Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga 

berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil 

yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat 

daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan 

pengguna/ client”Efektivitas meliputi beberapa pengertian, yaitu:13 

a. Ada efeknya yang berarti mempunyai akibat, pengaruh dan 

kesan. 

b. Manjur atau mujarab yang berarti tepat digunakan sesuai 

kebutuhan. 

c. Dapat membawa hasil atau berhasil guna yang berarti usaha 

dan tindakan tepat dilaksanakan. 

d. Mulai berlaku yang berarti tepat digunakan pada waktunya. 

e. Taraf tercapainya suatu tujuan. 
 

Dalam konteks kajian perilaku organisasi, Steers mengemukakan 

tiga pendekatan dalam memahami efektivitas, yaitu : pendekatan tujuan 

(the goal optimization approach), pendekatan sistem (system theory 

approach) dan pendekatan kepuasan partisipasi (participation satisfaction 

model).14 

a. Pendekatan Tujuan. Suatu organisasi berlangsung dalam 

upaya mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dalam 

pendekatan ini efektivitas dipandang sebagai goal attainment/ 

goal optimization atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. 

Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. 

Suatu progam dikatakan efektif jika tujuan akhir program 

tercapai. Dengan perkataan lain, pencapaian tujuan merupakan 

indikator utama dalam menilai efektivitas. 

b. Pendekatan Sistem. Pendekatan ini memandang efektivitas 

sebagai kemampuan organisasi dala mendayagunakan segenap 

                                                 
12 Dany, Rimawan, Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum 

Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi. STIK – PTIK, Jakarta, 2014. 
13 Ibid, hlm. 49. 
14 Ibid, hlm.124. 
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potensi lingkungan serta memfungsikan semua unsur yang 

terlibat. Efektivitas diukur dengan meninjau sejauh mana 

berfungsinya unsur-unsur dalam sistem untuk mencapai 

tujuan. 

c. Pendekatan Kepuasan Partisipasi. Dalam pendekatan ini, 

individu partisipan ditempatkan sebagai acuan utama dalam 

menilai efektivitas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 

keberadaan organisasi ditentukan oleh kualitas partisipasi 

kerja individu. Selain itu, motif individu dalam suatu 

organisasi merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas 

partisipasi. Sehingga kepuasan individu menjadi hal yang 

penting untuk mengukur efektivitas organisasi. 

 

Dari beberapa konsep dan teori efektivitas yang telah diuraikan di 

atas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori efektivitas yang 

dikemukakan Steers, khususnya pendekatan tujuan sebagai pisau analisis. 

Dalam hal ini, efektivitas dipandang sebagai goal attaiment/goal 

optimization atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa menurut teori ini, derajat pencapaian sasaran 

menunjukkan derajat efektivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pencapaian sasaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas. 

 

3. Teori Penegakan Hukum 

Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung 

terhadap lembaga-lembaga kemasyarakat yang artinya adalah bahwa 

terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-

perubahan sosial.15 

Secara teoritis penegakkan hukum merupakan “Kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

                                                 
15Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 

Press, Jakarta, 2013, hlm.124. 
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yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian hidup”. Penegakan hukum bukanlah semata-

mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa 

keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan 

hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara 

langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak 

negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu 

kaidah hukum benar-benar berfungsi.Proses penegakan hukum, dalam 

pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:16 

a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan 

tujuan berdampak positif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih 

terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat 

penegakan hukum, yakni: 

1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.  

2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang.  

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya.   

                                                 
16 Ibid, hlm.8. 
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b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, 

seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 

permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 

masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak 

hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya 

dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada 

hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. 

c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan 

lancar. 

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada 

masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaanya. 

 

 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat 
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dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari 

pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan 

yang besar pada masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas, dalam 

hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan 

masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau 

hukum positif tertulis.  

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, 

tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada 

kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya 

mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau 

penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan 

ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau 

petugasnya saja. 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari 

keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang 

dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan 

terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:17 

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

                                                 
17 Ibid, hlm.45. 
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2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).  

3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme. 

Teori faktor penegak hukum akan digunakan sebagai pisau analisis 

untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan 

Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) Polres Tegal 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan 

tepat di Kabupaten Tegal. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja 

ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah 

mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi 

penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.18 

 

 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-

cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat. 

                                                 
18Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta. 
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Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian 

hukum yuridis empiris.Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma 

atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini 

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun 

hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer 

yang diperoleh dari lapangan. 

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya 

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan 

data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Galawi 

Traffic Management & Command Center (GTMCC) untuk meningkatkan 

efisiensi pelayanan publik di Polres Tegal. 

 

2. Sumber Data dan Bahan Hukum 

a. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.19 Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari data 

lapangan.Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian dilapangan 

                                                 
19Lexy. J, Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung,, hlm. 157. 
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secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah 

yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai responden adalah: 

1) Kapolres Tegal 

2) Wakapolres Tegal 

3) Petugas operator Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) Polres Tegal 

4) Petugas strong point Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) Polres Tegal 

5) Masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal. 

Adapun jenis bahan hukum dapat yang digunakan dalam penelitian 

ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data 

sekunderdan sumber data tertier. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan sumber data primer dan , yaitu: 

 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yang 

mengikat yang terdiri dari: 

 

a) KUHAP 

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Polri Nomor 20 tahun 2010. 

e) Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan data sekunder yaitu sumber data yang bersifat tidak 

mengikat, yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan dokumen 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan 

hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan 

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. 

a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum. 

b) Makalah-makalah. 

c) Jurnal Ilmiah. 

d) Artikel Ilmiah. 

e) Internet. 

 

 

3) Bahan Hukum Tertier 
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Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam 

penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi : 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

b) Kamus hukum. 

c) Ensiklopedia. 

 

3. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi dan pemeriksaan dokumenkemudian 

dilakukan analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data 

(datadisplay) dan penarikankesimpulan/verifikasi meliputi : 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi tidak perlu 

diartikan sebagai kuantifikasi data. Reduksi data merupakan salah satu 

dari teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Penelitian terkait pelaksanaan Galawi Traffic Management & 
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Command Center (GTMCC) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik di Polres Tegal melibatkan beberapa informan. Bila informan 

tersebut memberikan informasi diluar yang dibutuhkan peneliti, maka 

informasi tersebut dapat dibuang. Sehingga informasi-informasi yang 

diperoleh dari informan namun di luar daripada fokus penelitian dapat 

dibuang sehingga penelitian bisa menjadi lebih fokus. 

 

b. Sajian data (datadisplay) 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian pelaksanaan Galawi Traffic Management & 

Command Center (GTMCC) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik di Polres Tegal ini penyajian data dilakukan menggunakan 

matriks, bagan dan gambar. Dengan melihat sajian data, maka peneliti 

maupun pembaca akan memahami apa yang telah terjadi dan dapat 

memberikan pengertian penjelasan tentang suatu jawaban dari 

permasalahan yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan yang dilakukan setelah proses 

pengumpulan berakhir, kemudian dilakukan verifikasi dengan cara 

melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas 

pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 
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Dari data yang telah peneliti dapatkan dan telah direduksi, kemudian 

langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode trianggulasi, yaitu memadukan antara data, fakta dan konsep 

ataupun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam 

penulisan ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penelitian 

ini, maka penulisan tesis ini secara sistematis terdiri dari empat bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan yang terkait 

dengan pelaksanaan Galawi Traffic Management & Command Center 

(GTMCC) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Polres 

Tegal, rumusan permasalahan yang dirumuskan ke dalam pokok 

permasalahan. Pada bab ini juga memuat tujuan yang ingin dicapai 

dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual dan kerangka 

teoritis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis yang 

digunakan sebagai dasar untuk menganalisa hasil penelitian.  

 

 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab III memuat tentang temuan hasil penelitian yang berasal dari 

hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang meliputi 

deskripsi Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) 

Polres Tegal, faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan 

Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) Polres 

Tegal, serta pelaksanaan Galawi Traffic Management & Command 

Center (GTMCC) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di 

Polres Tegal. Temuan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan penulis. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang dapat dipergunakan bagi Polres Tegal dalam upaya 

menciptakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat di 

Kabupaten Tegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


